JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI

VOLUME 10 No. 01 Maret e 2021 Halaman 29-40

Artikel Penelitian

REVIEW KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA SURAKARTA
DENGAN PENDEKATAN SEGITIGA KEBIJAKAN DAN ANALISIS SWOT

POLICY REVIEW ON HANDLING COVID-19 IN SURAKARTA CITY WITH A POLICY TRIANGLE
APPROACH AND SWOT ANALYSIS

Ayu Khoirotul Umaroh', Candra Kirana Mustahziyin', Paramita Boni Lestari’, Zulfa
Kevaladandra' dan Hadi Pratomo?

'"Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
2Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

ABSTRAK

Pendahuluan: COVID-19 merupakan permasalahan serius yang berdampak multi-sektor. Berbagai kebijakan telah ditetapkan
untuk mengatasi COVID-19 baik di tingkat pusat maupun Kota Surakarta. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan lintas sektor
terkait COVID-19 di Kota Surakarta, membandingkan kecepatan respons kebijakan dengan pusat, dan memberikan
rekomendasi model strategi. Metode: Penelitian ini merupakan Rapid Analysis dengan Media Content Analysis dengan data
sekunder berupa kebijakan COVID-19 Kota Surakarta pada sektor pemerintahan, sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan,
dan keagamaan, periode Maret-Mei 2020, dan dapat diakses publik melalui situs dan akun media sosial resmi pemerintah,
media lokal dan nasional. Analisis dilakukan dengan model segitiga kebijakan dan SWOT. Hasil: Terdapat 22 kebijakan dengan
aktor Walikota Surakarta, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Kota Surakarta serta konteks meliputi keenam sektor
tersebut. Dirumuskan 5 model strategi utama: (1) Membentuk kebijakan turunan terkait sanksi pelanggaran; (2) Membentuk
dan mensosialisasikan buku pedoman untuk masyarakat meliputi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 beserta edukasi
hukum; (3) Memfokuskan strategi pada pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama stakeholder lain; (4) Membentuk situs/
aplikasi khusus sebagai sarana informasi dan komunikasi risiko; dan (5) Memformulasikan kebijakan pada sektor ekonomi
kreatif. Kesimpulan: Pemkot Surakarta telah responsif menetapkan kebijakan derivatif yang selaras dengan pemerintah pusat.
Pemkot Surakarta dapat mengaplikasikan 5 model strategi utama untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

Kata kunci: COVID-19; Kebijakan Pemerintah; Lintas Sektor; Segitiga Kebijakan, SWOT

ABSTRACT

Background: COVID-19 is a serious health problem that causes multi-sectoral impacts. Many of policies have been established to
resolve COVID-19 in national level and Surakarta City. Aims: To identify cross-sectoral policies about COVID-19 in Surakarta City,
to compare the speed of policy response with the national level, to give a strategic model recommendation. Methods: This study
used Rapid Analysis by Media Content Analysis. Secondary data used is COVID-19 policies in Surakarta City in government, social,
health, economy, education, and religion sector in period 1 March up to 30 Mei 2020. COVID-19 policies are public access through the
site and government media social account, and also local and national media. Data analysis used Policy Triangle model and SWOT
analysis. Results: This study found there are 22 policies that were released by some actors, such as Meior of Surakarta, Department
of Education Surakarta City, Ministry of Religion Surakarta City and the context of these policies are described. It was formulated
five points strategic model: (1) Formulate derivative policy that related to grill sanction; (2) Formulate dan sosialize a guide book of
COVID-19 prevention and control to local society along with legal education; (3) Focus on strategic of community empowerment
with stakeholder collaboration; (4) Form the site or application as a risk communication and information; (5) Formulate a policy
of creative economy sector. Conclusion: Surakarta government has been responsive to set derivative policy in line with national
government policy. Surakarta government can apply 5 points strategic model to increase the successful of policy implementation.

Keywords: COVID-19; Government Policy; Cross-sectoral; Policy Triangle; SWOT

PENDAHULUAN

COVID-19 adalah penyakit menular yang
disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang
dinamai SARS-CoV-2.'a previous unidentified
coronavirus, currently named as the 2019 novel
coronavirus#, emerged from Wuhan, China,
and resulted in a formidable outbreak in many
cities in China and expanded globally, including
Thailand, Republic of Korea, Japan, United
States, Philippines, Viet Nam, and our country
(as of 2/6/2020 at least 25 countries COVID-19
dilaporkan pertama kali pada tanggal 31

Desember 2019 di Wuhan, China, dan menyebar
pesat ke berbagai negara di dunia. Menurut
laporan WHO, penyakit tersebut diketahui
serupa dengan wabah Middle East Respiratory
Syndrome dan Severe Acute Respiratory
Syndrome dengan penularan dari manusia ke
manusia melalui droplet, kontak fisik, dan benda
yang terkontaminasi virus. Sebagian besar orang
yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami
gangguan pernapasan seperti batuk, kesulitan
bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat
pneumonia luas di kedua paru mulai dari kondisi
ringan hingga berat.?2 Data WHO per tanggal 16
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Juni 2020 menunjukkan jumlah kasus COVID-19
secara global mencapai 7,9 juta kasus di 216
negara dengan jumlah kematian sebesar 434.796
orang.? Sedangkan di Indonesia, kasus COVID-19
pertama dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020
dan meningkat hingga 40.400 jiwa dengan jumlah
kematian mencapai 2.231 orang pada tanggal
16 Juni 2020.® Kota Surakarta merupakan salah
satu wilayah terdampak COVID-19 dengan kasus
positif pertama pada 11 Maret 2020. Dilansir
dari Solopos (23 April 2020), Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah menetapkan Kota Surakarta
sebagai zona merah yakni wilayah transmisi
atau penularan lokal COVID-19 antar pasien.
Sampai dengan 16 Juni 2020, Satuan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota
Surakarta melaporkan terdapat 37 kasus pasien
positif COVID-19 terkonfirmasi dan 4 orang yang
meninggal dunia.® Meskipun kasus terkonfirmasi
COVID-19 di Kota Surakarta hanya berada
pada urutan ke-23 dari 35 daerah di Provinsi
Jawa Tengah, Kota Surakarta mengalami deflasi
tertinggi dibandingkan wilayah lain di Pulau Jawa.
Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi
daerah yang melambat hingga kinerja industri dan
pariwisata yang menurun drastis.®

COVID-19 merupakan permasalahan serius
yang tidak hanya berdampak pada sektor
kesehatan, melainkan juga sektor ekonomi, sosial,
pendidikan, dan lain sebagainya.”#107 countries
had implemented national school closures by
March 18, 2020. It is unknown whether school
measures are effective in coronavirus outbreaks
(eg, due to severe acute respiratory syndrome
[SARS], Middle East respiratory syndrome, or
COVID-19 Permasalahan COVID-19 diketahui
lebih banyak berdampak pada sektor sosial
dan ekonomi. Hal ini dikarenakan keberadaan
wabah dapat menyebabkan krisis ekonomi,
resesi, hingga peningkatan pengangguran.?
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah
pembentukan kebijakan penanganan wabah baik
di tingkat nasional maupun lokal. Pemerintah Kota
(Pemkot) Surakarta telah membentuk beberapa
kebijakan daerah demi mencegah penyebaran
COVID-19 dan mengurangi dampak penyakit.
Kebijakan multi sektor merupakan hal yang
penting untuk memperkukuh ketahanan dan
kesiapan daerah pada pengendalian penyakit.
Berkaca dari pandemi influenza, pendekatan
kebijakan multi sektor dapat membantu
mengurangi kerentanan, memperkuat kapasitas
dan efektivitas implementasi strategi mitigasi
wabah.®'® Penelitian ini merupakan salah satu
publikasi akademik pertama yang berfokus pada
telaah kebijakan lintas sektor mengenai COVID-19
di Kota Surakarta dan sangat dibutuhkan sebagai

bahan kajian bagi Pemkot Surakarta mengenai
strategi pencegahan dan penanggulangan
COVID-19. Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi
oleh Taufigurahman, Wakil Ketua DPRD Kota
Surakarta dan anggota Satuan Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Kota Surakarta, melalui
wawancara pada 27 Juni 2020. Hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan wawasan bagi
semua stakeholder dalam penyusunan strategi
maupun penetapan kebijakan terutama di tingkat
daerah. Terdapat tiga tujuan penelitian, antara
lain: (1) mengidentifikasi kebijakan lintas sektor
(pemerintahan, sosial, kesehatan, ekonomi,
pendidikan, keagamaan) pencegahan dan
penanggulangan COVID-19 di Kota Surakarta;
(2) menganalisis perbandingan kebijakan daerah
dengan pusat; serta (3) memberikan rekomendasi
model strategi yang dapat dilakukan oleh Pemkot
Surakarta berdasarkan kelebihan, kelemahan,
peluang, dan tantangan dari kebijakan lintas
sektor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian
Rapid Analysis (RA) pendekatan Media Content
Analysis."" RA digunakan dalam kajian kebijakan
penanganan wabah seperti kesiapan sistem
kesehatan dalam pandemi Flu Burung dan
dampak kebijakan pandemi COVID-19 di sektor
pariwisata dan lingkungan.'>'®* Pendekatan Media
Content Analysis berfokus pada informasi publik
yang dapat membantu membandingkan kebijakan
dan analisa respons kebijakan.'*'® Penelitian
menggunakan data sekunder berupa kebijakan
Pemkot Surakarta terkait pencegahan dan
pengendalian COVID-19 di Kota Surakarta yang
diterbitkan dalam rentang waktu 1 Maret hingga
31 Mei 2020. Data penelitian diperoleh dari situs
resmi Pemkot Surakarta (surakarta.go.id; dinkes.
surakarta.go.id; dinaspendidikan.surakarta.
go.id; kotasurakarta.kemenag.go.id; organisasi.
surakarta.go.id), akun media sosialnya (Instagram
@pemkotsurakarta; @humaspemkotsurakarta)
dan konferensi pers Pemkot Surakarta di media
lokal (Surat Kabar Harian Solopos, Tribun Solo)
dan media nasional (kompas.com; tempo.co)
dengan kata kunci ‘COVID-19’, ‘kebijakan’, dan
‘Surakarta’.

Analisis kebijakan menggunakan model segitiga
kebijakan yang dikembangkan oleh Walt dan
Gilson dengan mengidentifikasi aktor, konteks,
dan konten kebijakan pemerintah daerah. Analisis
kecepatan respons Pemkot Surakarta didapatkan
dengan membandingkan waktu terbit kebijakan
daerah dengan pusat. Segitiga kebijakan dapat
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digunakan untuk mengkomparasi kebijakan
kesehatan pada pandemi COVID-19.'%2020,
the World Health Organization (WHO Analisis
SWOT diaplikasikan untuk mengulik kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan kebijakan
lintas sektor terkait COVID-19 di Kota Surakarta.”
Model SWOT telah digunakan oleh penelitian
terdahulu untuk menganalisis strategi vaksin
pandemi influenza dan pencegahan dan
penanggulangan wabah COVID-19.'%2° Setelah
mengidentifikasi keempat aspek SWOT, peneliti
merumuskan formulasi strategi yang dapat
dilakukan oleh Pemkot Surakarta berdasarkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Terdapat 22 kebijakan daerah yang diterbitkan
pada bulan Maret hingga Mei 2020 terkait
pencegahan dan penanggulangan COVID-19
di Kota Surakarta (Tabel 1). Kebijakan pertama
diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2020 mengenai
kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di
Kota Surakarta. Pemkot Surakarta merespons
kebijakan pemerintah pusat paling cepat 1 hari
mengenai pembentukan Satuan Tugas COVID-19
dan paling lambat 15 hari mengenai peraturan

temuan penelitian.

bekerja di rumah untuk ASN.

Tabel 1. Daftar Kebijakan di Kota Surakarta periode Maret hingga Mei 2020

Tanggal Terbit

Masa Berlaku

Lembaga Penerbit

Judul Kebijakan

Referensi

4 Maret 2020

13 Maret 2020

13 Maret 2020

14 Maret 2002

24 Maret 2020

26 Maret 2020

26 Maret 2020

26 Maret 2020

30 Maret 2020

30 Maret 2020

30 Maret 2020

1 April 2020

3 April 2020

7 April 2020

8 April 2020

Sampai dengan terbitnya kebijakan/
pernyataan lebih lanjut dari Walikota

Sampai Walikota Surakarta mencabut
penetapan KLB COVID-19

30 Maret 2020

29 Maret 2020

13 April 2020

Sampai Walikota Surakarta mencabut
penetapan KLB COVID-19

12 April 2020

12 April 2020

21 April 2020

Sampai status KLB COVID-19 Kota
Surakarta dicabut

21 April 2020

Walikota Surakarta

Walikota Surakarta

Walikota Surakarta

Dinas Pendidikan
Kota Surakarta

Walikota Surakarta

Walikota Surakarta

Dinas Pendidikan

Kota Surakarta

Walikota Surakarta

Walikota Surakarta

Walikota Surakarta

Walikota Surakarta

Kepala Kantor
Kementerian Agama
Kota Surakarta

Walikota Surakarta

Walikota Surakarta

Walikota Surakarta

Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)

Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Corona
Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta
Menghadapi COVID-19

Kesiagapan dan Pencegahan Corona Virus
Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan
Kota Surakarta

Jam Operasional Tempat Hiburan, Pusat
Perbelanjaan/Mall, Mall Retail, Pasar Modern,
Pusat Kuliner, Gedung Pertemuan dan Hotel
Dalam Hal Tindak Lanjut Penyebaran Corona
Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama

Pelaksanaan Layanan Pendidikan dalam
Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19)
pada Satuan Pendidikan Kota Surakarta

Pembatasan Aktivitas Pertemuan Warga Terkait
Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kota
Surakarta

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Kota Surakarta

Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta

Perpanjangan Pembatasan Jam Operasional
Tempat Hiburan Pusat Perbelanjaan/Mall, Mall
Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner, Gedung
Pertemuan, dan Hotel dalam Hal Tindak Lanjut
Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di
Kota Surakarta

Perpanjangan Peniadaan Sementara Kegiatan
Peribadatan dan Keagamaan di Rumah Ibadah
dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah
Corona Virus Disease (COVID-19)

Pemakaian Masker Non Medis/Kain

Perubahan atas Surat Edaran Nomor 061.1/725
tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan
Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara
dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta

Tetap Belajar di Rumah

Surat Edaran Nomor
443.26/581 Tahun 2020

Surat Keputusan Nomor
443.76/28 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
441.1/668 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
443.26/489 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
510/708 Tahun 2020

Peraturan Walikota
Surakarta Nomor 3.2
Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
443.26/531 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
443.76/718 Tahun 2020

Keputusan Walikota
Surakarta Nomor
443.05/34.3 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
061.1/725 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
510/726 Tahun 2020

Imbauan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota
Surakarta Nomor 847
Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
440.758 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
440.1/760 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
800/767 Tahun 2020
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9 April 2020 30 April 2020 Walikota Surakarta
9 April 2020 - Dinas Pendidikan
Kota Surakarta
14 April 2020 Sampai dengan ditetapkannya kebijakan Walikota Surakarta
lebih lanjut
20 April 2020 13 Mei 2020 Walikota Surakarta
28 April 2020 15 Mei 2020 Walikota Surakarta
13 Mei 2020 29 Mei 2020 Walikota Surakarta
20 Mei 2020 29 Mei 2020 Walikota Surakarta

Surat Edaran Nomor
510/792 Tahun 2020

Perpanjangan Kedua Pembatasan Jam
Operasional Tempat Hiburan Pusat Perbelanjaan/
Mall, Mall Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner,
Gedung Pertemuan, dan Hotel dalam Hal Tindak
Lanjut Penyebaran Corona Virus Disease
(COVID-19) di Kota Surakarta

Evaluasi Pelaksanaan Belajar dari Rumah dan
Penilaian Kelulusan atau kenaikan Kelas bagi
Siswa Didik di Lingkungan Satuan Pendidikan
Kota Surakarta

Surat Edaran Nomor
420/569 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
850/809 Tahun 2020

Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah
Kota Surakarta dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

Surat Edaran Nomor
061.1/840 Tahun 2020

Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Nomor
061.1/725 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan
Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara
dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta

Surat Edaran Nomor
440/876 Tahun 2020

Perpanjangan Ketiga Pembatasan Jam
Operasional Tempat Hiburan Pusat Perbelanjaan/
Mall, Mall Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner,
Gedung Pertemuan, dan Hotel dalam Hal Tindak
Lanjut Penyebaran Corona Virus Disease
(COVID-19) di Kota Surakarta

Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Nomor
061.1/725 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan
Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara
dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta

Surat Edaran Nomor
061.1/930 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor
440/955 Tahun 2020

Perubahan Perpanjangan Keempat Pembatasan
Jam Operasional Tempat Hiburan Pusat
Perbelanjaan/Mall, Mall Retail, Pasar Modern,
Pusat Kuliner, Gedung Pertemuan, dan Hotel
dalam Hal Tindak Lanjut Penyebaran Corona
Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta

(Sumber: peneliti, disusun dari berbagai sumber)

Analisis segitiga kebijakan menunjukkan bahwa
terdapat tiga aktor kebijakan antara lain Walikota
Surakarta, Dinas Pendidikan, dan Kementerian
Agama Kota Surakarta. Sebagian besar kebijakan
di Kota Surakarta berkonteks pada sektor sosial

dan pemerintahan. Hanya terdapat satu kebijakan
dengan konteks keagamaan (Tabel 2). Hasil
segitiga kebijakan secara lengkap dijabarkan
dalam Lampiran 1.

Tabel 2. Ringkasan Analisis Segitiga Kebijakan di Kota Surakarta

No Konteks Aktor Konten
1 Pemerintahan Walikota Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Penerapan WFH (Work From Home) bagi ASN
Pembatasan kegiatan bepergian, cuti dan mudik bagi ASN
2 Sosial Walikota Imbauan pegawai pemkot untuk melaksanakan protokol kesehatan
Aturan untuk kegiatan seni, olahraga dan salaman
Pembatasan jam operasional fasilitas/tempat umum
Pembatasan aktivitas warga yang mengumpulkan banyak orang
Aturan social distancing di lingkungan kerja dan masyarakat
3 Kesehatan Walikota Penetapan status KLB
Imbauan penggunaan masker non medis dan penerapan PHBS di lingkungan kerja dan
masyarakat
4 Ekonomi Walikota Aturan untuk kegiatan CFD, pariwisata, mal dan pasar
Pembatasan jam operasional fasilitas/tempat umum
5 Pendidikan Walikota Imbauan kegiatan pembelajaran di rumah
Dinas Pendidikan Kota Teknis pelaksanaan pembelajaran di rumah
Surakarta Penerimaan peserta didik baru

Kepala Kantor Kementerian
Agama Kota Surakarta

6 Keagamaan

Peniadaan sementara kegiatan peribadatan dan keagamaan di tempat ibadah

Keterangan: Informasi lengkap terdapat di Lampiran 1

Berdasarkan analisis SWOT dari kebijakan
lintas sektor di Kota Surakarta, didapatkan masing-
masing 3 butir kekuatan, 1 kelemahan, 3 peluang,
dan 3 ancaman dengan 10 model strategi (Tabel
3). Model strategi tersebut kemudian dirumuskan
berdasarkan kesamaan topik dan diurutkan dengan

mempertimbangkan kebutuhan dan urgensi di
Kota Surakarta. Didapatkan 5 model strategi
utama, antara lain: (1) Membentuk kebijakan
turunan terkait sanksi pelanggaran (WO1);
(2) Membentuk dan mensosialisasikan buku
pedoman untuk masyarakat meliputi pencegahan
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dan penanggulangan COVID-19 beserta edukasi
hukum (SO1; S02; WT1); (3) Memfokuskan
strategi pada aspek pemberdayaan masyarakat
dengan kerja sama dari stakeholder lain (SO3;

WOQO2; ST3); (4) Membentuk situs/aplikasi khusus
sebagai sarana informasi dan komunikasi risiko
(ST1; ST3); dan (5) Memformulasikan kebijakan
pada sektor ekonomi kreatif (ST2; WT2).

Tabel 3. Analisis SWOT dan Model Strategi COVID-19 di Kota Surakarta

- Aspek Internal

Analisis
Strategi

Aspek Eksternal

S

w

S1: Respons kebijakan daerah lebih cepat

S2: Menjangkau seluruh aspek terdampak secara
komprehensif

S3: Kebijakan lintas sektor bersinergi dengan baik

W: Jika terjadi pelanggaran, tidak ada sanksi hukum
yang mengikat

(o}

SO

WO

O1: Sarana edukasi kesehatan

02: Membangun masyarakat ‘melek’ hukum
03: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan
stakeholders dalam implementasi kebijakan

SO1: Kebijakan daerah ditingkatkan menjadi produk
panduan atau pedoman

S02: Meningkatkan inovasi edukasi hukum di seluruh
bidang

S03: Mengorganisasi LSM dan stakeholder sebagai
agen pemberdayaan masyarakat

WO1: Membentuk aturan turunan di masing-masing
RT/RW (tiap sektor pemerintahan mengajukan
sanksi administrasi maupun sosial

WO?2: Satgas bekerja sama dengan tokoh
masyarakat dan tokoh agama untuk menjangkau
pengawasan di tingkat RT/RW

T

ST

WT

T1: Pemberitaan media yang berlebihan menciptakan
keresahan di masyarakat

T2: Kesadaran masyarakat masih rendah untuk
menjalankan imbauan pemerintah

T3: COVID-19 berdampak pada kehidupan sehari-

ST1: Bekerja sama dengan media lokal dan nasional
untuk mempublikasikan perkembangan kebijakan
ST2: Penyesuaian segera tata kelola sektor ekonomi
ST3: Memperkuat keterlibatan stakeholder dalam
masyarakat untuk menyebarkan informasi yang benar

WT1: Meningkatkan edukasi protokol kesehatan
masyarakat

WT2: Memformulasikan kebijakan sektor ekonomi
kreatif

hari masyarakat sehingga mereka tidak mematuhi
kebijakan

Keterangan:

$1-3: kekuatan W: kelemahan 01-3: peluang

SO: kekuatan-peluang

PEMBAHASAN

WO: kelemahan-peluang ST: kekuatan-tantangan

Kebijakan Lintas Sektor

Sektor Pemerintahan

Pada tanggal 13 Maret 2020, Pemkot Surakarta
telah menetapkan status KLB terhitung 2 hari
sejak meninggalnya satu kasus terkonfirmasi
positif COVID-19 di Kota Surakarta. Menurut
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018
tentang  Penyelenggaraan = Penanggulangan
Bencana dalam Keadaan tertentu, Walikota
dapat menentukan status keadaan darurat
bencana di tingkat daerah. Dilansir dari Tempo
(14/03), penetapan KLB di Kota Surakarta
patut diapresiasi.?’ Ketika pemerintah pusat
belum mengeluarkan kebijakan pembatasan
kegiatan, Pemkot Surakarta telah bereaksi
cepat untuk mengendalikan penularan wabah
dan meminimalkan dampak penyakit. Bahkan,
Pemkot Surakarta telah membentuk Satuan
Tugas COVID-19 satu hari setelah adanya
Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ
tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Daerah (29 Maret
2020). Tim tersebut dipimpin oleh Walikota
Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, dan Sekretaris
Daerah Kota Surakarta, Ahyani, sebagai ketua

T1-3: tantangan

WT: kelemahan-tantangan

pelaksana, serta melibatkan berbagai lembaga
pemerintahan daerah seperti Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Polresta,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan
sebagainya. Dalam hal ini, dapat dikatakan
bahwa Pemkot Surakarta surah responsif untuk
menyiapkan kebijakan derivatif di daerahnya.
Aksi Pemkot Surakarta dirasa tepat mengingat
bahwa kecepatan respons merupakan hal krusial
dalam penanganan pandemi dan termasuk dalam
kriteria penilaian terkait kesiapan negara terhadap
Wabah _162020, the World Health Organization (WHO

Sistem kerja pegawai pemerintahan turut
berubah untuk menekan jumlah kasus COVID-19.
Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran COVID-19diLingkungan
Instansi Pemerintahan yang efektif sejak tanggal
16 Maret 2020 dan diperpanjang hingga 29 Mei
2020 melalui Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2020
dan Surat Edaran Nomor 54 Tahun 2020. Terhitung
15 hari sejak edaran pertama, Pemkot Surakarta
menerapkan sistem bekerja dari rumah (Work
from Home) mulai 30 Maret 2020 dan kembali
diperpanjang sebagaimana arahan pemerintah
pusat. Perubahan sistem kerja bukanlah perkara
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kecil. Pemkot Surakarta perlu mengatur sistem
kerja yang akuntabel dan selektif agar tetap
menjamin produktivitas kinerja ASN sehingga
dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan protokol
baru. Selain itu, tidak semua ASN dapat bekerja
dari rumah. Dibutuhkan penentuan kelompok
pekerja esensial yang harus tetap datang ke
tempat kerja misalnya administrasi kependudukan
yang disertai penilaian risiko meliputi kondisi
kesehatan pegawai.?? Pemkot Surakarta juga
melarang ASN untuk bepergian ke luar daerah
atau mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441
H sesuai konferensi pers Presiden Jokowi pada
Kamis, 9 April 2020.2° Bagi ASN yang melanggar
akan dikenai sanksi disiplin sedang hingga berat
mulai dari penundaan kenaikan gaji atau bahkan
penurunan pangkat sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pusat
dan Pemkot Surakarta mengenai sistem kerja dan
larangan mudik ASN telah selaras.

Sektor Sosial

Kebijakan dalam bidang sosial yang dikeluarkan
oleh pemerintah Kota Surakarta untuk merespons
dan menanggulangi pandemi COVID-19 vyakni
mengatur tentang kegiatan bepergian, pertemuan
warga yang melibatkan banyak orang, social
distancing di lingkungan, serta penggunaan
masker kain/non medis dalam kegiatan sehari-
hari.

Pertama, peraturan untuk penundaan bepergian
ke luar negeri dan melakukan karantina mandiri
selama 14 hari terdapat dalam Surat Edaran
Walikota Nomor 443.26/581 Tahun 2020 yang
dikeluarkan tanggal 4 Maret 2020 sebagai langkah
kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di Kota
Surakarta. Padahal kasus pertama COVID-19 di
Indonesia terpublikasi pada tanggal 2 Maret 2020
dan berlokasi di Jakarta yang menimpa warga
Depok, Jawa Barat.?* Sementara, pada tanggal 4
Maret 2020 pemerintah pusat melalui Mendagri
menerbitkan Surat Edaran tentang penangguhan
sementara perjalanan umrah ke Mekkah dan
kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah bagi
seluruh warga negara Arab Saudi dan seluruh
ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi sebagai
respons atas kebijakan pemerintah Arab Saudi
(27 Februari 2020). Kemudian pemerintah pusat
secara berkala mengeluarkan imbauan untuk tidak
pergi ke luar di beberapa negara yang memiliki
potensi penyebaran tinggi. Melihat hal tersebut,
respons kebijakan pemerintah Kota Surakarta
dinilai relatif cepat dan tepat untuk mencegah

pandemi COVID-19 meluas di daerah Surakarta.
Seperti hasil penelitian yang telah ada, bahwa
proporsi estimasi kasus yang diimpor menurut
kota tujuan sangat berkorelasi dengan proporsi
dari kasus impor yang terdeteksi.?®

Kedua, peraturanterkaitaktivitasataupertemuan
warga yang melibatkan orang banyak juga diatur
oleh Pemkot Surakarta dalam Surat Edaran
Nomor 441.1/668 Tahun 2020 (13 Maret 2020),
Surat Edaran Nomor 510/708 Tahun 2020 (24
Maret 2020) dan Surat Edaran Nomor 443.76/718
Tahun 2020 (26 Maret 2020). Sementara
pemerintah pusat pada tanggal 19 Maret 2020
melalui Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor
Mak/2/111/2020 tentang Kepatuhan terhadap
Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan
Penyebaran Virus Corona (COVID-19) yang salah
satu poinnya berisi tidak mengadakan kegiatan
kemasyarakatan yang menyebabkan berkerumun.
Maklumat ini dijadikan dasar dalam SE Walikota
Surakarta No. 510/708 Tahun 2020. Selain itu,
pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang
PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
(31 Maret 2020) yang mengatur tentang semua
aktivitas di sebuah wilayah terinfeksi COVID-19.
Namun, Pemkot Surakarta tidak memutuskan
untuk melakukan PSBB. Pemkot Surakarta
memilih untuk mengeluarkan perpanjangan Surat
Edaran 510/708 hingga 4 kali perpanjangan
masa kebijakan sampai dengan 29 Mei 2020.
Kebijakan pembatasan tersebut tergolong relatif
cepat dibandingkan dengan peraturan tertulis
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan
patut diapresiasi. Jaringan sosial yang memiliki
kepadatan tinggi memiliki peluang tinggi untuk
penyebaran virus, sedangkan jaringan sosial
dengan kepadatan rendah memiliki peluang lebih
rendah.?® Kebijakan pembatasan aktivitas sosial
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta
dinilai cukup baik dalam pelaksanaannya.
Hal ini karena sosialisasi kebijakan tersebut
dilakukan terus-menerus melalui program Sirkel
(siaran keliling) oleh Diskominfo Kota Surakarta
dengan menggunakan bahasa Jawa, bahasa
yang dianggap lebih mudah dimengerti oleh
masyarakat sekitar. Sementara tantangan dari
pelaksanaan kebijakan ini adalah masyarakat
yang masih menganggap remeh kemudian berani
mengadakan kegiatan berkumpul, sehingga harus
terpaksa dibubarkan oleh pihak ketertiban Kota
Surakarta.

Ketiga, kebijakan pemakaian masker non medis/
kain di dalam kegiatan sehari-hari lingkungan kerja
diatur dalam Surat Edaran Nomor 440.758 Tahun
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2020 (3 April 2020). Dalam peraturan ini dituliskan
lengkap peraturan untuk setiap warga diimbau
menggunakan masker kain yang dapat dicuci
secara rutin, pimpinan perusahaan memastikan
pegawai atau pengunjung menggunakan
masker, dan warga diberikan kebebasan untuk
memproduksi dan membagikan masker kain
secara massal. Kebijakan ini merupakan tindak
lanjut dari rekomendasiyang dikeluarkan WHO dan
Pemerintah Republik Indonesia yang mewajibkan
penggunaan masker kain mulai tanggal 5 April
2020.% Penggunaan masker kain ini sangat
berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat.
Setidaknya masyarakat dapat lebih tenang saat
harus pergi keluar rumah karena menggunakan
alat pelindung dan persediaan masker medis
untuk tenaga kesehatan tidak lagi mengalami
kelangkaan akibat terjadinya fenomena panic
buyer. Selain itu, Pemkot Surakarta dengan
kebijakan tersebut mendorong warganya untuk
gotong royong dalam penyediaan masker kain
yang berpotensi juga memunculkan sektor
ekonomi baru. Sebuah penelitian mendukung
penggunaan masker kain secara sederhana,
ekonomis dan berkelanjutan, sebagai alternatif
masker bedah untuk penggunaan masyarakat
umum, sehingga masker bedah sekali pakai dan
respirator N95 dapat dipesan untuk digunakan di
fasilitas perawatan kesehatan.?®

Sektor Kesehatan

Berbagai protokol kesehatan juga ditetapkan
oleh Pemkot Surakarta di masa KLB sebagai
upaya pencegahan, merespons serta menangani
COVID-19. Beberapa kebijakan yang dilakukan
antara lain penerapan karantina diri selama 14
hari terhitung sejak hari kepulangan dari luar
daerah Eks-keresidenan Surakarta, penggunaan
masker non medis/kain setiap hari, penerapan
social distancing dan PHBS. Upaya pencegahan
tersebut telah sejalan dengan protokol kesehatan
dari pemerintah pusat dalam Surat Edaran Nomor
HK 02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol
Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan COVID-19
(16 Maret 2020) dan Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/
MENKES/247/2020 (9 April 2020).

Selain itu, Pemkot Surakarta membentuk Posko
COVID-19 sejak tanggal 2 April 2020 di Balai Kota
Surakarta untuk sebagai bentuk komunikasi risiko
kepada masyarakat yang kemudian dipindah
ke Graha Wisata Niaga di Jalan Slamet Riyadi
pada tanggal 6 April 2020. Per 9 April 2020,
Graha Wisata Niaga juga dimanfaatkan sebagai
lokasi karantina ODP termasuk pemudik untuk
menekan laju penularan virus Corona. Puskesmas
sebagai perpanjangan tangan Dinas Kesehatan

melakukan pemantauan kepada ODP maupun
PDP baik yang berasal dari wilayah terjangkit
COVID-19 ataupun hasil fracking contact
dengan pasien terkonfirmasi. Sebelum dilakukan
pemantauan, dilakukan penyelidikan epidemiologi
dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh
petugas surveilans puskesmas seperti tanggal
kedatangan, asal daerah kedatangan, usia, dan
keluhan yang mungkin rasakan (batuk, pilek,
demam, sesak nafas, atau nyeri tenggorokan).
Pemantauan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp,
dimana ODP atau PDP akan ditanya tentang
keluhan yang dirasakan. Pemantauan dilakukan
selama 14 hari terhitung dari hari kedatangan di
wilayah Kota Surakarta. Kegiatan tersebut sesuai
dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19 dari pemerintah pusat.

Pada pedoman pencegahan dan pengendalian
COVID-19, disebutkan bahwa akan dilakukan
pemeriksaan Rapid Test-Polymerase Chain
Reaction selama masa isolasi mandiri untuk
mendeteksi keberadaan virus Corona. Sesuai
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.01/07/MENKES/182/2020,
laboratorium Rumah Sakit Universitas Negeri
Sebelas Maret Surakarta melayani pemeriksaan
PCR yang dibuka secara resmi pada tanggal 15
April 2020. Sebagaimana protokol pemeriksaan
dari Kementerian Kesehatan, konfirmasi kasus
COVID-19 didapatkan melalui uji PCR. Pemkot
Surakarta telah menyiapkan enam rumah sakit
rujukan COVID-19 sesuai Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 445/46 Tahun 2020, antara
lain Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi,
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta,
Rumah Sakit Kasih Ibu, Rumah Sakit Dr. Oen,
Rumah Sakit Umum Tingkat IV Slamet Riyadi, dan
Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah.

Sektor Ekonomi

Pada sektor ekonomi, ditetapkan kebijakan
pembatasan jam operasional melalui Surat
Edaran Walikota Surakarta Nomor 510/708 pada
tanggal 24 Maret 2020. Dalam hal ini, semua
lokasi yang disebutkan dalam kebijakan hanya
dapat beroperasi mulai pukul 11.00 hingga 20.00
WIB, menerapkan praktik social distancing, dan
tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan
yang bersifat mengumpulkan banyak orang.
Hal ini sejalan dengan Maklumat Kapolri Nomor
Mak/2/111/2020 (19 Maret 2020). Pada maklumat
tersebut disebutkan bahwa tidak diizinkan untuk
mengadakan kegiatan yang menyebabkan
berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik
di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

Meskipun kebijakan pembatasan  jam
operasional di Kota Surakarta disebutkan berdasar
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pada Surat Edaran Mendagri Republik Indonesia
Nomor 440/2436/SJ/2020 Tentang Pencegahan
COVID-19 (17 Maret 2020), secara konten,
nyatanya tidak ada poin peraturan pembatasan
fasilitas umum pada surat edaran Mendagri.
Konten pembatasan tersebut lebih banyak merujuk
pada kebijakan pemberlakuan PSBB. Namun,
Pemkot Surakarta tidak dapat memberikan
sanksi pelanggaran yang ketat sebagaimana
dalam PSBB. Apabila terjadi pelanggaran jam
operasional, Pemkot Surakarta hanya dapat
menegur dan menindaklanjuti dengan pendekatan
humanis.?® Padahal, ketegasan kebijakan pun
berkaitan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi
imbauan pemerintah.*

Sektor Pendidikan

Pengendalian COVID-19 dalam ranah
pendidikan juga segera dilakukan oleh Pemkot
Surakarta setelah dikeluarkannya imbauan dari
Kemendikbud melalui Surat Edaran Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan
Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran
COVID-19 pada tanggal 24 Maret 2020. Kebijakan
tersebut direspons dua hari kemudian melalui
Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta
Nomor 443.26/531 pada 26 Maret 2020. Selain
itu, Pemerintah Kota Surakarta juga telah
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420/569
mengenai evaluasi pelaksanaan belajar di rumah
pada tanggal 9 April 2020. Peraturan tersebut
merupakan peraturan tambahan yang menjelaskan
bahwa kegiatan belajar di rumah diperpanjang
hingga 26 April 2020 serta penjelasan lebih lanjut
mengenai penyetaraan lulusan program paket.
Kebijakan Pemkot Surakarta di sektor pendidikan
telah memenuhi poin-poin yang dikehendaki
oleh Kemendikbud. Kebijakan belajar di rumah
dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah untuk
menjaga kesehatan fisik dan mental baik dari
tenaga pendidik, petugas sekolah, dan seluruh
warga sekolah, dalam hal ini termasuk juga siswa
didik. Penutupan sekolah sendiri diyakini dapat
mencegah kematian disebabkan oleh COVID-19
sebesar 2-4%.7107 countries had implemented
national school closures by March 18, 2020. It is
unknown whether school measures are effective
in coronavirus outbreaks (eg, due to severe
acute respiratory syndrome [SARS], Middle East
respiratory syndrome, or COVID-19 Selain itu,
penutupan sekolah juga diyakini dapat menjaga
anak-anak, mengurangi kesempatan untuk
penyebaran virus pada keluarga dan komunitas
khususnya lansia dan kelompok berisiko lainnya.®'

Sektor Keagamaan

Kemenag Surakarta telah mengeluarkan
imbauan tentang peniadaan sementara kegiatan

peribadatan dan keagamaan di rumah ibadah
sebagai salah satu cara pencegahan COVID-19
melalui Surat Imbauan Kemenag Surakarta
Nomor 84/2020 pada 1 April 2020. Tersurat bahwa
seluruh tokoh agama dan lembaga keagamaan
diharapkan dapat melanjutkan peniadaan
kegiatan keagamaan baik di masjid, gereja, pura,
wihara, klenteng, dan tempat ibadah lainnya.
Kegiatan ini dilakukan hingga 21 April 2020 dan
akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan.
Meskipun salah satu rujukan imbauan tersebut
adalah Fatwa MUl Nomor 14 Tahun 2020 pada 16
Maret 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah
dalam situasi COVID-19 bagi umat muslim,
tetapi Kemenag Surakarta juga turut mengimbau
seluruh umat beragama di Kota Surakarta.
Sementara pemerintah pusat melalui Kemenag
Republik Indonesia baru mengeluarkan aturan
ibadah pada tanggal 29 Mei 2020 (Surat Edaran
Nomor 15 Tahun 2020). Hal tersebut menunjukkan
bahwa Kemenag Surakarta telah terlebih dahulu
memberikan respons dibandingkan pemerintah
pusat. Baik kebijakan pusat maupun daerah,
belum ada sanksi yang tegas apabila terjadi
pelanggaran dalam kegiatan beribadah.

Imbauan Kemenag Surakarta telah di
dilaksanakan oleh seluruh pengurus rumah ibadah
dan lembaga keagamaan Surakarta. Sebagai
contoh, perayaan Waisak di Vihara Dhamma
Sundara Solo dilakukan secara live streaming dan
diikuti jemaat dari rumahnya masing-masing.®?
Selain itu, Polresta Surakarta tidak mengizinkan
penyelenggaraan Shalat Idul Fitri di lapangan
dan jalan raya. Kebijakan tersebut dikeluarkan
setelah adanya surat pengantar dari Kemenag
agar memperpanjang ibadah di rumah saja
hingga tanggal 29 Mei 2020. Sejumlah Gereja
pun meniadakan ibadah Minggu dan kegiatan
kebaktian bersama, serta menggantinya dengan
sistem live streaming selama status KLB di Kota
Surakarta.®

Pemkot Surakarta telah berupaya untuk
memutus penyebaran COVID-19 melalui regulasi
yang telah dikeluarkan. Namun pada praktiknya,
masih banyak masyarakat yang melanggar
aturan dan tetap beribadah di luar rumah. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah
menggaet lembaga keagamaan yang menjadi
panutan masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah. Keefektifan program pencegahan
berbasis komunitas membutuhkan kerja sama
lintas sektor baik pemuka agama lokal maupun
pemerintah untuk melakukan peran penting dalam
implementasi dan monitoring terkait pencegahan
wabah, sebagaimana aksi pemerintah Afrika
Barat ketika wabah Ebola. Keikutsertaan pemuka
agama dan tokoh masyarakat dapat meningkatkan
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pemahaman dan ketaatan masyarakat dalam
beribadah.**

Model Strategi Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19 di Kota
Surakarta

Model strategi pencegahan dan
penanggulangan COVID-19 di Kota Surakarta
berikut merupakan rekomendasi baru yang

mengacu pada strategi pemerintah pusat. Strategi
tersebut telah disesuaikan dengan keadaan dan
kebutuhan masyarakat di Kota Surakarta. Berikut
penjelasan dari masing-masing model strategi.

Membentuk Kebijakan Turunan Terkait Sanksi
Pelanggaran

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular sudah mencantumkan
sanksi pelanggaran protokol pencegahan wabah
di tingkat pusat. Namun, belum ada kebijakan dari
Pemkot Surakarta mengenai sanksi pelanggaran
protokol pencegahan COVID-19. Disebutkan
dalam Pasal 14 Ayat 1 bahwa barang siapa
yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan
penanggulangan wabah, diancam penjara
selama 1 tahun atau denda 1 juta rupiah. Adanya
kebijakan mengenai sanksi pelanggaran protokol
pencegahan dapat meningkatkan kepatuhan
masyarakat untuk mengikuti peraturan yang
ada_35,36

Membentuk dan Mensosialisasikan Buku Pedoman untuk
Masyarakat Meliputi Pencegahan dan Penanggulangan
Covid-19 Beserta Edukasi Hukum

Merujuk pada buku pedoman pencegahan
dan pengendalian COVID-19 vyang disusun
oleh Kementerian Kesehatan, perlu adanya
media edukasi mengenai protokol pencegahan
COVID-19 di Kota Surakarta. Pemkot Surakarta
dapat menyusun buku pedoman terkait COVID-19
yang dikemas dengan desain menarik misalnya
dilengkapi ilustrasi khas identitas Jawa seperti
blangkon, beskap, atau batik. Pemkot Surakarta
juga dapat mengadaptasi buku pedoman di
tingkat pusat untuk dikembangkan dalam
bahasa lokal Kota Surakarta yaitu Bahasa Jawa.
Penggunaan bahasa lokal telah digunakan oleh
Pemkot Surakarta dalam akun sosial media dan
layanan Siaran Keliling dari Dinas Komunikasi
dan Informasi Kota Surakarta.’” Selain itu, perlu
adanya edukasi hukum agar masyarakat sadar dan
memahami pesan hukum yang tercantum dalam
kebijakan terkait COVID-19.% Kemudian, penting
melakukan sosialisasi efektif berbasis kearifan
lokal agar masyarakat lebih menerima pesan
edukasi hingga akhirnya mampu meningkatkan
kedisiplinan mereka dalam pelaksanaan protokol
pencegahan COVID-19.%

Memfokuskan Strategi Pada Aspek Pemberdayaan
Masyarakat dengan Kerja sama dari Stakeholder Lain

Seperti halnya Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 di tingkat pusat, Pemkot
Surakarta juga sebaiknya mengimplementasikan
pendekatan pentaheliks berbasis komunitas.
Pendekatan Pentaheliks telah banyak
direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan
kesehatan masyarakat melalui kolaborasi multi-
stakeholder yaitu pemerintah, institusi pendidikan,
swasta, media, dan masyarakat.®*4° Dalam
hal ini, semua sektor bersama-sama bergerak
untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian
masyarakat dalam melawan wabah dan mengatasi
dampak COVID-19. Pemberdayaan masyarakat
diketahui efektif untuk surveilans epidemiologi
wabah Flu Burung* dan mencegah penularan
HIV/AIDS*. Pemberdayaan masyarakat tidak
hanya mampu meningkatkan kesadaran akan
pentingnya mematuhi protokol pencegahan
penyakit, tetapi juga dapat berperan sebagai
sarana edukasi dan pengawas agar masyarakat
turut disiplin mengimplementasikan kebijakan
pemerintah mengenai pandemi COVID-19.4

Membentuk Situs/Aplikasi Khusus Sebagai Sarana
Informasi dan Komunikasi Risiko.

Berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, termuat beberapa
pasal mengenai kewajiban badan publik,
salah satunya adalah pemerintah daerah,
untuk mengumumkan informasi publik kepada
masyarakat dengan cara yang mudah dijangkau
dan bahasa yang mudah untuk dipahami.
Berkaitan dengan kasus COVID-19, Pemkot
Surakarta secara transparan telah mengunggah
data surveilans dan berita lokal melalui rubrik
khusus di situs resmi pemerintah kota (surakarta.
go.id). Namun, situs tersebut masih dirasa
belum lengkap dibandingkan situs Gugus Tugas
COVID-19 di tingkat pusat (covid19.go.id) dan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (corona.
jatengprov.go.id). Masyarakat masih harus
mengakses informasi secara terpisah, misalnya
daftar rumah sakit rujukan COVID-19 dapat
diakses melalui situs Dinas Kesehatan Kota
Surakarta, kemudian untuk mengunduh kebijakan
terkait COVID-19 harus mencari secara manual
di laman situs organisasi perangkat daerah yang
lain. Selain itu, belum terdapat situs atau aplikasi
khusus untuk menangkal berita palsu atau hoaks
yang beredar di masyarakat. Padahal hoax buster
merupakan salah satu bentuk komunikasi risiko
yang disebutkan dalam Pedoman Pencegahan
dan Penanggulangan COVID-19 yang telah
disusun oleh Kementerian Kesehatan. Oleh
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karena itu, akan lebih baik jika seluruh informasi
mengenai COVID-19 secara lengkap dikumpulkan
dan dapat diakses dalam satu pintu.

Memformulasikan Kebijakan Pada Sektor Ekonomi Kreatif

Kota Surakarta memiliki beragam kebudayaan
dengan tradisi Jawa dan kerajinan lokal yang

khas. Pemkot Surakarta dapat membantu
ekonomi masyarakat melalui pengembangan
sektor ekonomi kreatif seperti membentuk

wadah bersama pelaku usaha ekonomi kreatif,
mendampingi, hingga memberi pelatihan strategi
pemasaran yang tepat untuk diaplikasikan di
masa pandemi COVID-19. Adanya payung hukum
yang kuat dapat membantu masyarakat untuk
tetap bertahan menghadapi dampak COVID-19
terutama di bidang ekonomi.*4

KESIMPULAN

Pemkot Surakarta dapat dikatakan sudah
responsif untuk menyiapkan kebijakan derivatif
dari pemerintah pusat. Bahkan, terdapat beberapa
kebijakan daerah yang diterbitkan terlebih dahulu
dibandingkan kebijakan pusat. Pemkot Surakarta
memiliki waktu respons tercepat yaitu 1 hari
dan paling lama 15 hari. Kebijakan Pemkot
Surakarta mengenai upaya pencegahan dan
penanggulangan COVID-19 telah selaras dengan
kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, untuk
dapat meningkatkan keberhasilan implementasi
kebijakan, terdapat 5 model strategi utama yang
dapat dilakukan oleh Pemkot Surakarta, antara
lain membentuk kebijakan turunan terkait sanksi
pelanggaran, membentuk dan mensosialisasikan
buku pedoman untuk masyarakat meliputi
pencegahan dan penanggulangan COVID-19
beserta edukasi hukum, memfokuskan strategi
pada aspek pemberdayaan masyarakat dengan
kerja sama dari stakeholder lain, membentuk
situs/aplikasi khusus sebagai sarana informasi
dan komunikasi risiko, dan memformulasikan
kebijakan pada sektor ekonomi kreatif.
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